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Ucapan terima kasih

Pedoman bersama ILO/WHO tentang Pelayanan Kesehatan
dan HIV/AIDS ini dibahas dan disyahkan pada pertemuan para ahli
dari unsur tripartit yang dilaksanakan tanggal 19-21 April 2005 di
Jenewa. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada ILO,
WHO dan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah
menunjuk kami sebagai ahli yang diusulkan oleh pemerintah dalam
pertemuan tersebut.

Mengingat pedoman ini sangat bermanfaat untuk diterapkan
di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan
dalam mengatasi dampak epidemi HIV/AIDS, maka ILO juga telah
mempercayai kami untuk mengalihbahasakan pedoman bersama ini
ke dalam Bahasa Indonesia.

Dalam terjemahan ini health care worker diterjemahkan
sebagai pekerja sektor kesehatan, setelah memperhatikan masukan
dari berbagai pihak.

Untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu dalam
proses alih bahasa ini kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada :
Galuh Sotya Wulan dari ILO Jakarta
Dr. Sri Pandam Pulungsih, MPH dari WHO Jakarta
Dr. Djoko Suharno, MPS, PhD sebagai editor independen
Dr. Astrid Sulistomo, MPH, Sp.Ok dari FKUI
Dr. Haryono, MSc dari APINDO
Dr. Slamet Ichsan, MS, Sp.Ok, Kapusbang KK dan Hiperkes
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Pungky Widiatmoko, MSi, Kasubdit Kelembagaan dan Keahlian

Kesehatan Kerja dari DPKK
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Kami mengucapkan terima kasih kepada ILO Jakarta dan ILO
Jenewa atas bantuan moril dan materil sehingga pedoman bersama
ILO/WHO ini dapat dialihbahasakan dan diterbitkan dalam Bahasa
Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam pengalihbahasaan pedoman ini
masih banyak kekurangannya, untuk itu masukan dan kritik guna

perbaikannya sangat kami harapkan.

Jakarta, September 2005

Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOk
NIP.130365584



Sambutan
Direktur 1LO Jakarta

Pedoman bersama ILO/WHO untuk Pelayanan Kesehatan dan
HIV/AIDS. Pedoman berikut ini adalah hasil kerjasama dari Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Berdasarkan mandat masing-masing organisasi, kerjasama yang erat dan
hubungan yang tercipta sejak lama di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja, serta hubungan baru sebagai mitra sponsor UNAIDS, ILO dan WHO
memutuskan untuk bekerjasama dalam memberikan dukungan kepada
institusi layanan kesehatan dalam membangun kapasitas mereka untuk
menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan layak bagi para
pekerja. Ini adalah cara paling efektif untuk mengurangi risiko transmisi HIV
dan penyakit lain yang menular lewat darah ke pekerja dan juga untuk
meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.

Penerjemahan pedoman ini ke dalam Bahasa Indonesia akan
membantu institusi dan pekerja di sektor kesehatan untuk lebih memahami
isu-isu tentang HIV/AIDS. Pedoman ini berkaitan dengan praktek kerja yang
aman, masalah stigma dan diskriminasi di sektor kesehatan, kebutuhan
terhadap sistem manajemen K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) dan cara
menangani kemungkinan terpajan atau terkena dampak HIV/AIDS. Publikasi
ini juga menyediakan informasi praktis dalam bentuk lembar fakta tentang
bahaya, risiko pencegahan dan cara penanganan yang dirancang untuk
melindungi pekerja di sektor kesehatan dari paparan terhadap HIV dan
penyakit menular lainnya.

Kita berharap agar publikasi ini dapat memberikan sumbangan
terhadap terciptanya lingkungan kerja yang aman dan layak bagi pekerja
sektor kesehatan, dan pada saat yang sama memastikan layanan kesehatan
efektif yang menghormati kebutuhan dan hak pasien, terutama mereka yang
hidup dengan HIV/AIDS.

Oktober 2005

Alan Boulton
Direktur, Kantor ILO Jakarta
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Sambutan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.

Pelayanan kesehatan khususnya di tempat kerja merupakan salah
satu upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja
sebaik mungkin guna menjamin derajat kesehatan setinggi-tingginya.
Dengan derajat kesehatan yang tinggi diharapkan tenaga kerja dapat
mencapai produktivitas secara optimal.

Banyak hal telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan
perlindungan kesehatan tenaga kerja, mulai dari pembuatan dan
pembaharuan peraturan perundangan, standar teknis, pengawasan,
pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan dan lingkungan
kerja untuk meningkatkan kesadaran pimpinan perusahaan dan pekerja
tentang manfaat pelaksanaan kesehatan kerja yang pada akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Kebijakan di bidang kesehatan kerja telah cukup banyak, pada
prinsipnya adalah mengatur tentang standar minimal yang harus
diterapkan di tempat kerja sehinga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Mungkin yang telah diatur selama ini masih belum cukup memadai
berdasarkan kriteria teknis, maka dengan telah dikeluarkannya Pedoman
Bersama ILO/WHO Tentang Pelayanan Kesehatan dan HIV/AIDS,
diharapkan semua pihak yang terkait dengan kesehatan kerja dapat
menyamakan persepsinya dan mengkaji kembali kebijakan, strategi dan
program pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman yang telah
dikeluarkan bersama oleh ILO dan WHO tersebut.

Saya menyambut baik dikeluarkannya pedoman pelayanan
kesehatan yang diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia ini, dengan
demikian akan memudahkan setiap orang khususnya tenaga kerja untuk
lebih mengetahui dan memahami masalah pelayanan kesehatan khususnya
di tempat kerja.

Jakarta, September 2005

Fahmi Idris
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Kata Pengantar

Pedoman ini merupakan hasil kerjasama antara Organisasi
Perburuhan Internasional (International Labour Organization -
ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization - WHO). Dari segi tugas pokok mereka yang
saling mendukung, kerjasama yang telah lama dan erat dalam
bidang kesehatan kerja, dan kemitraan mereka akhir-ahir ini
sebagai sponsor pendukung dari UNAIDS, ILO dan WHO
memutuskan perlu ada upaya bersama dalam rangka
membantu pelayanan kesehatan dalam membangun kapasitas
mereka untuk menyediakan pekerja mereka dengan suatu
lingkungan kerja yang aman, sehat dan layak, sebagai cara
paling efektif baik untuk mengurangi penularan HIV dan
patogen tular darah lainnya dan meningkatkan pemberian
pelayanan terhadap pasien. Hal ini sangat penting karena
pekerja sektor kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan
kesehatan biasa tapi juga menyediakan pelayanan HIV/AIDS
dan mengelola administrasi dan pemantauan jangka panjang
terhadap terapi anti-retroviral (TAR). Pada waktu yang sama,
di banyak negara, mereka sendiri sbagian besar juga sakit
dan meninggal akibat epidemi tersebut.

Badan Pengurus Organisasi Perburuhan Internasional (ILO
Governing Body) memutuskan pada sidangnya yang ke 290
bulan Juni 2004 bahwa pertemuan para ahli harus
dilaksanakan untuk membuat pedoman bersama ILO/WHO
tentang pelayanan kesehatan dan HIV/AIDS. Pada sidang ke
291 dari Badan Pengurus bulan November 2004, disetujui
bahwa pertemuan para ahli akan dilaksanakan dari tanggal 19
sampai 21 April 2005. Komposisi berikut telah diusulkan untuk
pertemuan tersebut: lima ahli ditunjuk setelah berkonsultasi
dengan pemerintah lima negara yang dipilih oleh WHO dengan
persetujuan ILO; lima ahli ditunjuk setelah berkonsultasi
dengan kelompok pengusaha dari Badan Pengurus ILO; dan
lima ahli ditunjuk setelah berkonsultasi dengan kelompok
pekerja. Empat ahli dari pemerintah terpilih berpartisipasi,
juga lima ahli dari pengusaha dan lima ahli dari pekerja.
Seorang ketua sidang yang independen, dipilih setelah
berkonsultasi dengan pemerintah suatu negara tambahan,
Dengan persetujuan WHO, kemudian ditetapkan bahwa tujuan
dari pertemuan adalah membahas dan mengesahkan suatu
pedoman bersama ILO/WHO tentang ‘“Pelayanan kesehatan
dan HIV/AIDS”.
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Daftar Istilah

Pengertian-pengertian dibawah ini diambil dari pedoman dan
standar teknis ILO dan WHO yang ada, dan juga dari database
terminologi UNAIDS.
= AIDS: Acquired immunodeficiency syndrome. Sekelompok
kondisi medis yang menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh,
sering berwujud infeksi ikutan (infeksi oportunistik) dan
kanker, yang hingga saat ini belum bisa disembuhkan.

= Alat Pelindung Diri (APD): Peralatan yang dirancang
untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit yang
serius di tempat kerja, akibat kontak dengan potensi bahaya
kimia, radiologik, fisik, elektrik, mekanik atau potensi bahaya
lainnya di tempat kerja. Selain penutup muka, kacamata
pengaman, topi keras dan sepatu keselamatan, APD
mencakup berbagai peralatan dan pakaian seperti kaca mata,
baju pelindung, sarung tangan, rompi, tutup telinga dan
respirator.

= Cairan dan jaringan tubuh: Bahan-bahan ini mungkin
mengandung patogen infeksius dan harus dikelola dengan
kewaspadaan yang sama dengan darah, mencakup: cairan
otak, rongga perut, selaput paru, selaput jantung, cairan
sendi dan ketuban; cairan mani dan air susu, setiap cairan
lain yang mengandung darah termasuk air liur yang terkait
dengan kedokteran gigi, dan jaringan atau organ yang
terluka.

= Dialog sosial: Dialog sosial ini mungkin merupakan suatu
proses tripartit dimana pemerintah adalah pihak resmi dalam
dialog tersebut, atau proses bipartit antara pengusaha dan
pekerja atau organisasi mereka, dengan atau tanpa
keterlibatan pemerintah secara tidak lansung.

= Diskriminasi: Dalam pedoman ini diskriminasi sesuai
dengan pengertian yang diberikan dalam Konvensi ILO tentang
Diskriminasi Employment and Occupation), 1958 (No. 111),
dan mencakup status HIV. Pengertian ini juga mencakup
diskriminasi atas dasar dugaan status HIV pekerja, dan
diskriminasi atas dasar orientasi seksual.

= Hirarki pengendalian: Suatu cara menetapkan prioritas
strategi dan upaya untuk mengendalikan potensi bahaya
xxii



kesehatan kerja yang disusun sesuai dengan tingkat
efektifitasnya: vyaitu eliminasi, substitusi, pengendalian
rekayasa, pengendalian administratif dan cara kerja, dan alat
pelindung diri (APD).

= HIV: Human immunodeficiency virus. Virus yang
memperlemah dstem kekebalan tubuh, dan pada akhirnya
menyebabkan AIDS.

= |Infeksi menular seksual (IMS): Infeksi yang ditularkan
secara seksual. Infeksi tersebut mencakup sifilis, kankroid,
klamidia dan gonore. IMS secara umum dikenal sebagai
Penyakit Menular Seksual (PMS)

= Kewaspadaan standar: Upaya-upaya ini diambil untuk
mencegah penularan infeksi dalam memberikan pelayanan
kesehatan, termasuk cara penanganan produk-produk limbah,
seperti juga kewaspadaan universal untuk mencegah pajanan
terhadap darah atau cairan tubuh lainnya, yang dilakukan
terhadap semua pasien tanpa memandang diagnosis penyakit
mereka.

= Limbah pelayanan kesehatan: Adalah setiap bahan
buangan dari lingkungan pelayanan kesehatan dan kedokteran
yang mungkin mengandung limbah Kklinis. Limbah klinis
adalah limbah vyang berasal dari praktek kedokteran,
perawatan, kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi atau
praktek yang serupa, atau dari penyelidikan, pengobatan,
perawatan, pengajaran atau penelitian, yang secara alamiah
bersifat toksik, infeksius atau berbahaya, yang dapat
menimbulkan potensi bahaya atau memberikan ancaman,
kecuali sebelumnya dikatakan aman dan tidak berbahaya.
Limbah seperti itu termasuk jaringan atau eksresi manusia
atau binatang, obat-obatan dan produk kedokteran, kapas
perban dan peralatan, atau bahan yang serupa.

= Pajanan: Suatu pajanan yang mungkin menempatkan
tenaga pelayanan kesehatan pada risiko infeksi VHB, VHC
atau HIV, didefinisikan sebagai cedera perkutaneus (seperti
luka akibat jarum suntik atau tersayat benda tajam), atau
kontak dengan selaput lendir atau kulit yang tidak utuh
(seperti kontak dengan kulit yang merekah, tergores atau
terkena dermatitis), dengan darah, jaringan atau cairan
tubuh lain yang berpotensi infeksius.
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= Pekerja sektor kesehatan: Seseorang (seperti perawat,
dokter, karyawan teknisi, pekerja pemakaman, dokter gigi,
mahasiswa, kontraktor, klinisi tamu, pekerja keselamatan
publik, personil tanggap darurat, pekerja limbah pelayanan
kesehatan, petugas atau sukarelawan pertolongan pertama)
yang kegiatannya menyebabkan kontak dengan pasien atau
cairan tubuh lain dari pasien.

= Pelayanan kesehatan: Semua infrastuktur dan lingkungan
yang terlibat dalam penyediaan perawatan kesehatan umum
dan spesialis bagi pasien atau pelayanan pendukung, seperti
rumah sakit umum dan swasta, sarana pemeliharaan dan
perawatan pribadi, pelayanan pengumpulan darah, pelayanan
kesehatan kerumah, kantor, tempat bedah atau praktek
dokter, osteopath, dokter gigi dan praktisi kedokteran
lainnya, laboratorium kedokteran dan gigi, klinik, pelayanan
kesehatan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, rumah
obat, rumah pemakaman dan pelayanan ibu dan anak.

= Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK): Dalam pedoman ini
didefinisikan sesuai dengan Konvensi ILO tentang Pelayanan
Kesehatan Kerja 1985 (No. 161), dan merujuk kepada
pelayanan kesehatan pada atau untuk tempat kerja, yang
mempunyai  fungsi penting adalah pencegahan. PKK
bertanggung jawab untuk memberikan panduan kepada
pengusaha dan juga kepada pekerja dan perwakilan mereka,
tentang bagaimana membangun dan memelihara lingkungan
kerja yang selamat dan sehat, dan cara kerja yang
mendukung kesehatan fisik dan mental yang optimal. PKK
juga memberikan panduan tentang penyesuaian pekerjaan
kepada kemampuan pekerja dari segi kesehatan fisik dan
mental mereka.

= Pemutusan Hubungan Kerja: Dalam pedoman ini
mempunyai arti seperti yang dijelaskan dalam Konvensi ILO
tentang Pemutusan Hubungan Kerja, 1982 (No. 158), yaitu
pemecatan sebagai inisiatif pengusaha.

= Pengusaha: Seseorang atau organisasi yang
mempekerjakan pekerja dengan kontrak kerja tertulis atau
lisan yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak sesuai
dengan peraturan dan praktek nasional. Pemerintah, otoritas
publik, perusahaan swasta dan perseorangan dapat menjadi
pengusaha.
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= Penyesuaian yang dapat diterima (Reasonable
Accommodation): Setiap modifikasi atau penyesuaian
terhadap pekerjaan, jam kerja atau tempat kerja, yang dapat
diterima dan dapat dilaksanakan, yang memungkinkan
seseorang yang hidup dengan HIV/AIDS (atau beberapa
penyakit kronis lainnya atau ketidak-mampuan lainnya)
mempunyai akses, berperan serta atau melanjutkan
pekerjaan.

= Perwakilan pekerja: Dalam pedoman ini didefinisikan
sesuai dengan Konvensi ILO tentang Perwakilan pekerja, 1971
(No. 135), adalah orang-orang yang diakui oleh undang-
undang dan praktek nasional apakah mereka: (a) perwakilan
serikat pekerja, yaitu perwakilan yang ditunjuk atau dipilih
oleh serikat pekerja atau anggota serikat pekerja tersebut;
atau (b) perwakilan yang dipilih, seperti perwakilan yang
secara bebas dipilih oleh pekerja perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan nasional atau perjanjian kerja
bersama, dan orang yang fungsinya tidak mencakup kegiatan-
kegiatan yang diakui secara ekslusif merupakan hak prerogatif
dari serikat pekerja dalam Negara bersangkutan.

= Potensi bahaya: Potensi yang terkandung dalam suatu
bahan atau situasi yang dapat menyebabkan cedera atau
gangguan kesehatan manusia, atau mengakibatkan kerugian
harta benda.

= Profilaksis Pasca Pajanan (PPP): Pemberian segera
pengobatan setelah terjadi pajanan terhadap darah atau
cairan tubuh lainnya yang terinfeksi, dalam rangka
meminimalkan risiko mendapat infeksi. Terapi pencegahan
atau “profilaksis primer” diberikan kepada individu yang
berisiko untuk mencegah infeksi pertama, seperti PCP;
“profilaksis sekunder” diberikan untuk mencegah infeksi
ulangan.

= Program kesejahteraan: dalam pedoman didefinisikan
sebagai ketentuan perawatan komprehensif untuk menjamin
tingkat yang memadai berfungsinya orang yang terinfeksi HIV.

= Risiko: Suatu kombinasi antara kemungkinan timbulnya
kejadian yang berbahaya dengan keparahan kecelakaan atau
kerusakan yang ditimbulkan kejadian tersebut terhadap
kesehatan manusia atau terhadap harta benda.
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= Seks dan gender: Terdapat perbedaan biologik dan sosial
antara laki-laki dan perempuan. Istilah “seks” merujuk
kepada perbedaan biologis yang telah ditetapkan, sedangkan
istilah “gender” berarti perbedaan peran sosial dan hubungan
antara laki-laki dan perempuan. Peran gender dipelajari
melalui sosialisasi, dan perbedaannya sangat luas, baik
didalam ataupun antar budaya. Peran gender dipengaruhi
oleh umur, kelas sosial, ras, etnis dan agama, dan oleh
lingkungan geografik, economi dan politik.

= Serokonversi: Pembentukan antibodi terhadap antigen
tertentu. Bila seseorang membentuk antibodi terhadap HIV,
“serokonversi” berubah dari antibodi-negatif menjadi
antibodi-positif. Pembentukan antibodi terhadap HIV
mengambil waktu paling sedikit satu minggu sampai beberapa
bulan atau lebih setelah infeksi HIV. Setelah antibodi HIV
timbul dalam darah, seseorang akan menjadi positif dengan
tes antibodi.

= Skrining: upaya untuk menilai status HIV individu, apakah
secara lansung (tes HIV) atau secara tidak lansung (seperti
penilaian prilaku berisiko, mengajukan pertanyaan tentang
pengobatan).

= Tempat kerja: Semua tempat dimana pekerja perlu
berada atau pergi dengan alasan pekerjaan meraka dan yang
berada dibawah pengendalian lansung atau tidak langsung
dari pengusaha.

= Terapi Antiretroviral (TAR): Serangkaian pengobatan
yang diberikan untuk meminimalisir efek dari infeksi HIV
dengan menjaga tingkat virus dalam tubuh pada tingkat
serendah mungkin.
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Pendahuluan

Epidemi HIV/AIDS merupakan krisis global dan tantangan yang
berat bagi pembangunan dan kemajuan sosial. Banyak negara-
negara miskin yang sangat dipengaruhi epidemi ini ditinjau
dari jumlah infeksi dan dampak yang ditimbulkannya. Bagian
terbesar orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah
orang dewasa yang berada dalam usia kerja dan hampir
separuhnya adalah wanita, yang akhir-akhir ini terinfeksi
lebih cepat daripada laki-laki. Konsekwensinya dirasakan oleh
perusahaan dan ekonomi nasional, demikian juga oleh tenaga
kerja dan keluarganya. Dalam konteks ini pemerintah
mempunyai  kewajiban untuk menerapkan ketentuan-
ketentuan United Nations Declaration of Commitment on
HIV/AIDS tahun 2001,* yang mencakup komitmen untuk
memperkuat sistem pemeliharan kesehatan dan memperluas
cakupan pengobatan, juga mengatasi masalah HIV/AIDS di
dunia kerja melalui peningkatan program pencegahan dan
kepedulian di tempat kerja publik, swasta dan informal.

Harus diingat bahwa belum ada vaksin untuk mencegah
HIV/AIDS, dan pengobatannya juga belum ada. Pencegahan
sangat tergantung pada kampanye kesadaran masyarakat dan
perubahan perilaku individu dalam lingkungan yang
mendukung, yang memerlukan waktu dan kesabaran. Dari segi
pengobatan, peningkatan Terapi Anti Retroviral - TAR (Anti
Retroviral Treatment) yang efektif dan terjangkau telah
membantu menjaga kesehatan bagi mereka yang mempunyai
akses pada obat-obatan, dan memperpanjang usia dan
memelihara kehidupan mereka. Usaha dan inisiatif bersama
yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh negara,
organisasi pengusaha dan internasional, berkonsentrasi untuk
mempercepat akses terhadap TAR di negara-negara yang
paling parah dampaknya, disamping memperkuat kampanye
pencegahan secara global. Bagaimanapun, mengobati orang
dalam jumlah besar memerlukan fungsi sistem pemeliharaan
kesehatan yang mempunyai kemampuan untuk memberikan
dan memantau pengobatan disamping melaksanakan upaya
pencegahan yang sedang berjalan, serta memberikan
kepedulian dan dukungan jangka panjang.

peclaration of Commitment on HIV/AIDS, United Nations General Assembly resolution A/RES/S-62/2,

June 2001.
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Karena sudah menjalar ke seluruh sektor ekonomi dan seluruh
bidang kehidupan sosial, epidemi HIV/AIDS telah merupakan
ancaman bagi pertumbuhan dan pembangunan jangka
panjang. Dampak sosial ekonominya akan sangat akut apabila
kerugian SDM terkonsentrasi pada tenaga dengan ketrampilan
yang langka, profesional dan pelatihan manajerial yang lebih
tinggi. Konsekwensi kerugian ini akan mencapai bagian yang
kritis bila mereka mempengaruhi pelayanan dan struktur yang
sangat penting yang ada pada garis depan, seperti sistem
kesehatan nasional.

Tekanan HIV/AIDS terhadap sistem kesehatan sangat hebat.
Walaupun perawatan kesehatan merupakan hak asasi manusia
yang mendasar,? dan di seluruh dunia terdapat lebih dari 100
juta pekerja sektor kesehatan yang memberikan pelayanan,®
“kesehatan bagi semua” masih jauh untuk dicapai. Beberapa
kendala telah teridentifikasi pada bermacam tingkat dan
termasuk kebijakan penyesuaian struktur yang telah
mengurangi pengeluaran dan lapangan kerja bagi publik;
kelemahan pada kebijakan dan manajemen strategik sektor
kesehatan; keterbatasan infrastruktur, peralatan dan SDM
yang telah merusak pemberian pelayanan kesehatan.*
Beberapa masalah SDM yang ditemukan oleh WHO adalah
jumlah dan kualitas personel, demoralisasi pekerja sektor
kesehatan, dan kesenjangan yang luas antara pelatihan awal
dan selama bekerja. Epidemi HIV/AIDS merupakan faktor
tambahan utama yang dihadapi sistem kesehatan di banyak
negara. Lebih dari 50% tempat tidur rumah sakit di sub-Sahara
Afrika ditempati oleh penderita penyakit yang berkaitan
dengan HIV/AIDS, walaupun sebagian besar mereka akhirnya
dirawat dirumah. Peranan wanita yang bersifat tradisional
menyebabkan wanita dan anak perempuan menanggung
sebagian besar beban perawatan. Hal ini tidak hanya
menambah beban kerja mereka, tapi juga menurunkan
produktivitas vital mereka, peran reproduksi dan masyarakat
yang mereka mainkan.

Cara utama mendapatkan infeksi HIV berkaitan dengan
perilaku pribadi. Sebagai tambahan, pekerja sektor kesehatan
dalam memberikan perawatan kepada pasien HIV/AIDS juga

2 “Hak untuk sehat” merupakan kependekan dari “hak untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik
dan mental yang setinggi-tingginya™.
3 Human resources for health: Overcoming the crisis, Joint Learning Initiative (Harvard, 2004).

4  WHO:

Scaling up HIV/AIDS care: Service delivery and human resources perspectives

(Geneva,2004),http://www.who.int/entity/hrh/documents/en/HRH_ART_paper.pdf .
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berisiko mendapat penularan, khususnya bila aturan-aturan
dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak
dilaksanakan. Beban kerja yang lebih besar akibat epidemi,
ketakutan terhadap infeksi dan kurangnya syarat-syarat K3
atau pelatihan khusus tentang HIV/AIDS menyebabkan pekerja
sektor kesehatan mengalami stres fisik dan psikologis yang
hebat. Keadaan ini juga menyebabkan jumlah tenaga yang
tidak cukup, jam kerja yang panjang dan kekerasan. Akibat
tekanan ini banyak tenaga kesehatan terpaksa meninggalkan
profesinya, meninggalkan sektor publik, atau migrasi untuk
bekerja di negara-nagara lain. Karena ketakutan terhadap
stigma yang melekat kepada profesi kesehatan, asupan yang
lebih rendah sedang terjadi di regara-negara berkembang,
khususnya diantara pekerja lini terdepan seperti perawat. Hal
ini memperberat keterbatasan kapasitas untuk menyampaikan
masalah HIV/AIDS dalam sistem kesehatan.

Pekerja sektor kesehatan yang diperluas, terlatih baik,
dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai dan
terjamin, adalah sangat penting untuk menghambat
penularan HIV disamping memberikan perawatan, pengobatan
dan dukungan bagi orang-orang yang membutuhkan mereka.
Multiplikasi isu yang terlibat memerlukan kebijakan yang
koheren dan terpadu untuk membangun infrastruktur,
kapasitas manusia dan tehnik yang diperlukan.

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk mempromosikan
manajemen HIV/AIDS yang mantap dalam pelayanan
kesehatan termasuk pencegahan pajanan akibat pekerjaan.
Lebih lanjut, tujuannya adalah menjamin agar pekerja sektor
kesehatan mempunyai kondisi kerja yang layak, selamat dan
sehat, disamping menjamin perawatan yang efektif yang
menghargai kebutuhan dan hak-hak pasien, khususnya mereka
yang hidup dengan HIV/AIDS. Pedoman ini bersandar pada
prinsip-prinsip dasar, bahwa proses pengembangan dan
penerapan kebijakan haruslah merupakan hasil konsultasi dan
kerjasama antara semua pihak yang peduli, berdasarkan
dialog sosial dan melibatkan sejauh mungkin orang dan
pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS. Mereka mengambil
pendekatan berdasarkan hak-hak terhadap HIV/AIDS,
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sebagaimana yang dipromosikan oleh Declaration of
Commitment dan masyarakat internasionalpada umumnya,
dan meluas kepada instrumen ILO dan WHO mengenai
HIV/AIDS dan K3.

Ruang lingkup dan isi

a Pedoman ini ditujukan bagi pemerintah, pengusaha publik
dan swasta, organisasi pekerja dan perwakilannya, asosiasi
profesional, lembaga ilmiah dan akademisi, dan semua

kelompok yang mempunyai tanggung jawab dan kegiatan yang
berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan. Pedoman
ini dirancang sebagai dasar kebijakan praktis dan sebagai
rujukan tehnis yang dapat digunakan oleh/atau disesuaikan
dengan kebutuhan dan kapasitas pelayanan kesehatan skala
besar, menengah dan kecil.

hubungan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja
dan subjek tehnis lainnya. Pedoman ini memberikan dasar-
dasar untuk aksi, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab,
menetapkan kebijakan-kebijakan dan aksi pokok yang
diperlukan untuk nmanajemen HIV/AIDS yang mantap dalam
pelayanan kesehatan, dan juga memberikan rujukan inti
dalam setiap bagian. Sebagai tambahan, informasi praktis
mengenai aspek-aspek tehnik keselamatan dan kesehatan
kerja yang sangat relevan, disediakan dalam bentuk lembar
fakta ringkas, yang diambil dari berbagai sumber
internasional dan nasional yang terpercaya.

Prinsip-prinsip

Pedoman ini menggambarkan 10 prinsip-prinsip kunci dari

n Pedoman ini mencakup legislasi, pengembangan kebijakan,

Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja yang berlaku
bagi semua semua aspek pekerjaan dan semua tempat kerja,
termasuk sektor kesehatan.

(@) Isu tempat kerja: HIV/AIDS adalah isu tempat kerja,
karena dia mempengaruhi angkatan kerja, dan karena tempat
kerja dapat memainkan peran vital dalam membatasi
penularan dan dampak epideminya.



(b) Non-diskriminasi: Seharusnya tidak ada diskriminasi atau
stigma terhadap pekerja berdasarkan status HIV yang nyata
atau dicurigai.

(c) Kesetaraan gender: Hubungan gender yang lebih setara
dan pemberdayaan wanita adalah penting untuk mencegah
penularan HIV dan membantu masyarakat mengelola
dampaknya.

(d) Lingkungan Kkerja yang sehat: Tempat kerja harus
meminimalkan risiko pekerjaan, dan disesuaikan dengan
kesehatan dan kemampuan pekerja.

(e) Dialog sosial: Kebijakan dan program HIV/AIDS yang
sukses membutuhkan kerjasama dan saling percaya antara
pengusaha, pekerja dan pemerintah.

(f) Tidak boleh melakukan skrining untuk tujuan
pekerjaan: Tes HIV di tempat kerja harus dilaksanakan
sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ILO, harus bersifat
sukarela dan rahasia, dan tidak boleh digunakan untuk
menskrining pelamar atau pekerja.

(g) Kerahasiaan: Akses kepada data perseorangan, termasuk
status HIV pekerja, harus dibatasi oleh aturan dan
kerahasiaan yang ditentukan dalam instrumen ILO yang ada.’

(h) Melanjutkan hubungan pekerjaan: Pekerja dengan
penyakit yang berkaitan dengan HIV harus dibolehkan bekerja
dalam kondisi yang sesuai selama dia mampu secara medik.

(i) Pencegahan: Mitra sosial mempunyai posisi yang unik
untuk mempromosikan upaya pencegahan melalui informasi,
pendidikan dan dukungan bagi perubahan perilaku.

(J) Kepedulian dan dukungan: Pekerja berhak mendapat
pelayanan kesehatan yang terjangkau dan mendapat santunan
dari jaminan yang bersifat wajib dan jaminan yang berkaitan
dengan pekerjaan.

Pada  jenis-jenis pekerjaan tertentu sebagaimana
digambarkan dalam dokumen ini, perlu mengelaborasi lebih
lanjut prinsip-prinsip ini untuk mengatasi tantangan khusus
yang dipunyai HIV/AIDS dalam sektor kesehatan. Sebagai
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contoh mungkin perlu untuk menawarkan test HIV bagi
pekerja sektor kesehatan sebelum dan selama ditempatkan
pada daerah yang berisiko tinggi terhadap mereka, seperti
tenaga yang ditempatkan pada bangsal TBC yang resistan
terhadap banyak obat-obatan.

Kerangka kerja hukum dan kebijakan

Bermacam peraturan dan kebijakan nasional merupakan
kerangka kerja untuk aksi yang berkaitan dengan HIV/AIDS
dan pelayanan kesehatan. Kerangka kerja ini termasuk
kebijakan sektor kesehatan nasional dan AIDS, peraturan
ketenagakerjaan, peraturan dan standar K3, peraturan anti-
diskriminasi dan peraturan perundangan yang diterapkan
kepada sektor kesehatan.

Keterlibatan ODHA dalam menanggulangi HIV/AIDS sangat
penting dan mereka adalah pihak pertama yang akan
dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan. Karena itu pekerja
sektor kesehatan yang hidup dengan HIV/AIDS dan asosiasi
mereka harus sejauh mungkin memainkan peran sentral
dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi
kebijakan dan program, baik pada tingkat nasional ataupun
dalam tempat kerja.

Peran pemerintah

Tanggung jawab pemerintah adalah menjamin pendekatan
yang  terkoordinasi antara semua  sektor, untuk
mempromosikan dan mendukung standar pelayanan kesehatan
setinggi mungkin dalam pelayanan kesehatan, khususnya
dalam segi persyaratan kerja dan perawatan pasien, serta
mengalokasikan sumber daya dan dana yang cukup.
Keberhasilan perencanaan dan penerapan kebijakan nasional

®ILO: HIV/AIDS and the world of work, An ILO code of practice (Geneva, 2001), http://www.ilo.
org/public/english/protection/safew ork/cops/english/download/e000008.pdf .



dan peraturan perundangan membutuhkan konsultasi yang
luas antara pengusaha pelayanan kesehatan, pekerja dan
perwakilannya, asosiasi profesional, ODHA dan para pihak
terkait lainnya, dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Khusus dalam sektor kesehatan, pemerintah pada waktu yang
sama adalah regulator, penegak hukum dan juga pengusaha.
Harus dijamin bahwa fungsi-fungsi ini tetap terpisah untuk
meminimalisir konflik kepentingan dan melindungi hak-hak
tenaga kerja secara memadai, khususnya bila organisasi
pekerja belum diakui. Pemerintah bekerjasama dengan
pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka, serta pihak lain
yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan,
harus membuat kerangka peraturan yang relevan, dan bila
perlu merevisi peraturan ketenagakerjaan dan peraturan
lainnya untuk mencakup ketentuan-ketentuan bahwa:

(@) menjamin agar rencana aksi nasional HIV/AIDS
menetapkan dan memberikan prioritas tinggi bagi kebutuhan
khusus pelayanan kesehatan dan pekerja sektor kesehatan;

(b) mempromosikan penerapan SMK3 yang bersifat nasional
pada pelayanan kesehatan, termasuk peraturan dan pedoman
di tempat kerja yang bertujuan mencapai syarat-syarat kerja
yang layak, lingkungan kerja yang aman dan memperlakukan
pajanan terhadap HIV/AIDS sama dengan kecelakaan kerja
lainnya;

(c) melindungi hak-hak semua pekerja dan pasien, apakah
mereka secara pribadi terpengaruh oleh HIV/AIDS atau tidak,
dan memberikan:

(i)  suatu lingkungan kerja dan kepedulian yang bebas dari
stigma dan diskriminasi berdasarkan status HIV yang
jelas atau diduga;

(i) pencegahan dan pembatasan penularan risiko;

(iii) sistem manajemen pasca pajanan, mencakup jaminan
kerahasiaan sebagaimana dicantumkan dalam instrumen
ILO, serta konseling dan pencegahan, bila sesuai;

(iv) larangan skrining HIV wajib untuk tujuan mengeluarkan
dari pekerjaan atau proses kerja. Tes HIV dapat
ditawarkan untuk melindungi kesehatan pekerja sektor
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16

17

18

kesehatan, sebagai contoh sebelum atau selama
ditempatkan dalam bangsal TBC yang resisten terhadap
banyak macam obat;

(v) penyesuaian yang dapat diterima, seperti penugasan
ulang, penyesuaian tempat kerja dan waktu kerja yang
fleksibel;

(vi) melanjutkan pekerjaan bagi pekerja yang hidup dengan
HIV/AIDS selama mampu secara medik;

(vii) perlindungan data pekerja yang berkaitan dengan HIV;

(viii) akses kepada santunan, termasuk pilihan pensiun dini,
cakupan pelayanan medis dan biaya pemakaman;

(ixX) hak untuk bernegosiasi tentang masalah santunan,
dengan  memperhatikan  peraturan  perundangan
nasional;

(x)  prosedur menyampaikan keluhan yang sensitif gender
dan dirancang untuk dapat diakses oleh semua staf;

(xi) usaha-usaha disiplin yang tepat;
(xii) sangsi untuk pelanggaran ketentuan peraturan.

Badan yang berwenang harus memberikan informasi tehnis
dan panduan kepada pengusaha, pekerja dan perwakilannya
mengenai Pedoman ILO tentang SMK3: ILO-OSH 2001, sebagai
cara yang efektif untuk mematuhi kerangka legal dan
kebijakan. Badan yang berwenang harus memperkuat sistem
penegakan hukum K3, termasuk mekanisme pemantauan dan
pelaporan.

Dalam perannya sebagai pengusaha (pelayanan kesehatan
milik pemerintah), pemerintah harus menjaga konsultasi dan
kerjasama yang baik dengan organisasi pengusaha swasta dan
organisasi pekerja kesehatan.

Dalam perannya sebagai pengusaha dan pembuat kebijakan,
pemerintah harus menjamin agar terdapat lembaga
pengawasan K3 dengan anggaran yang memadai, untuk
memberikan panduan dan menegakkan peraturan K3

8



Kebijakan untuk pengembangan dan manajemen
sistem kesehatan nasional dalam mengatasi
HIV/AIDS

Kebijakan kesehatan perlu mencakup dan mempromosikan
kerjasama antara semua institusi yang relevan termasuk
rumah sakit dan klinik pendidikan, rumah sakit tingkat daerah
dan swasta, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan
masyarakat, apotik dan asosiasi perawatan berbasis rumah
dan LSM nasional ataupun internasional lainnya. Karena itu
pemerintah harus:

(a) membangun kapasitas semua komponen pada semua
tingkat sistem kesehatan nasional;

(b) menyediakan dan memelihara kesinambungan perawatan
yang efektif melalui koordinasi pelayanan, dan berbagi
sumber daya termasuk informasi dan pelatihan;

(c) memperbaiki kapasitas institusi untuk perencanaan dan
manajemen pelayanan kesehatan;

(d) merancang dan mereformasi  peraturan  tentang
pengembangan SDM bagi pelayanan kesehatan mencakup
perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan peraturan
tentang kualifikasi dan syarat-syarat praktek tenaga
kesehatan, termasuk persyaratan sertifikasi dan akreditasi;

(e) segera mengembangkan dan menerapkan rencana dan
strategi perencanaan SDM yang memungkinkan sistem
kesehatan memberikan pelayanan;

"ILO: Guidelines on addressing HIV/AIDS in the workplace through employment and labour law, InFocus
Programme on Sosial Dialogue, Labour Law dan Labour Administration, PaperNo.(Geneva,2004),
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/index.htm.



(f) memprioritaskan dan menyediakan anggaran yang sesuai
untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada pasien dan
perlindungan terhadap pekerja sektor kesehatan.

Peran organisasi pengusaha dan pekerja

20 Dalam ruang lingkup kepedulian yang luas terhadap para
perawat, organisasi pengusaha dan pekerja harus:

(a) berpartisipasi penuh dalam mengembangkan dan
menyebar-luaskan standar, pedoman, kebijakan dan kerangka
etika yang mendukung program HIV/AIDS, termasuk standar
K3;

(b) mengembangkan dan menerapkan strategi HIV/AIDS bagi
anggota mereka sendiri serta kebijakan bagi pekerjanya;

(c) meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas
pekerja sektor kesehatan untuk mengatasi dampak HIV/AIDS
di tempat kerja;

(d) menginformasikan dan melatih pekerja sektor kesehatan
tentang Prinsip-prinsip dasar ILO dan hak-hak waktu bekerja;

(e) menjamin agar pekerja sektor kesehatan yang terinfeksi
atau terkena dampak, dilindungi dari stigma dan semua
bentuk diskriminasi;

81L0: Terms of employment and working conditions in health sector reforms , Report for discussion at the
Joint Meeting on Terms of Employment and Working Conditions in Health Sector Reforms, Geneva, 21-25
September 1998, http://www.ilo.org/public/english /dialogue/sector/publ/reports.htm

®WHO: Global Health Sector Strategy for HIV/AIDS 2003-2007: Providing a framework for partnership and
action, http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/ghss/en/ .

©scaling up HIV/AIDS care, op. cit.
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(f) bekerja bersama dengan pekerja sektor kesehatan untuk
memantau kepatuhan terhadap semua peraturan dan standar
ketenagakerjaan dan K3;

(9) memperkuat akses pekerja sektor kesehatan untuk VCT,
pengobatan dan program kesejahteraan di tempat kerja;

(h) bekerjasama antar sesama dan pihak terkait lain yang
relevan untuk merancang strategi memerangi HIV/AIDS di
pelayanan kesehatan.

Sektor kesehatan sebagai tempat kerja

Pencegahan dan pengendalian risiko pekerjaan yang berkaitan

21 dengan penyakit infeksi - termasuk HIV/AIDS, hepatitis dan
tuberkulosis akan dapat dicapai apabila dipertimbangkan
bersama dengan potensi bahaya di tempat kerja dan risiko di
pelayanan kesehatan lainnya. Skala risiko pekerjaan di sektor
kesehatan tidak jelas, sebagian disebabkan stigma dan
kesalahan yang ditimpakan kepada pelaporan luka tajam dan
kurangnya profilaksis pasca pajanan yang tersedia.

Kebijakan dan program tempat Kkerja harus menjamin
22 perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi, menjamin
penyediaan pengobatan, kepedulaian dan dukungan, dan
memungkinkan akses terhadap santunan berdasarkan undang-
undang, tanpa memandang bagaimana cara HIV didapat.

Unsur-unsur utama dari kebijakan dan program tempat kerja
seperti yang dijelaskan dibawah ini dengan penekanan pada
keperluan khusus terhadap pelayanan kesehatan. Rujukan
kepada instrumen-instrumen kunci dari hukum, kebijakan dan
tehnis akan dijelaskan untuk membantu pemakai dalam

23

1 Fighting HIV/AIDS together - A programme for future engagement, IOE/ICFTU joint statement, ILO,
Geneva, May 2003, http://www.ioe-emp.ataug/ioe emp/pdf/ICFTU-IOE_HIV_AIDS.pdf .
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mendapatkan informasi tambahan yang dianggap baik oleh
ILO maupun oleh WHO sebagai valid dan relevan.

Pengakuan HIV/AIDS sebagai isu tempat kerja.

HIV/AIDS adalah isu tempat kerja yang harus diperlakukan
seperti bahaya atau penyakit akibat kerja serius lainnya.
Pengusaha harus menjamin bahwa pekerja sektor kesehatan
dan manajer pada semua tingkat sensitif terhadap isu tempat
kerja yang berkaitan dengan HIV/AIDS, termasuk hal-hal yang
relevan dengan hak-hak dan kebutuhan pasien, dan bahwa
mereka diberi pelatihan yang memadai dan didukung oleh
managemen.

Stigma dan diskriminasi dalam sektor kesehatan*?

Stigma dan diskriminasi - baik yang dilakukan oleh pekerja
sektor kesehatan terhadap pekerja sektor kesehatan lainnya,
terhadap pasien, atau oleh pengusaha terhadap pekerja
sektor kesehatan, merupakan masalah serius dalam
lingkungan pelayanan kesehatan, yang akan menurunkan
penyediaan perawatan dan program-program pencegahan.
Bentuknya berbagai macam dan dapat menyebabkan
pengobatan yang terlambat, tidak tepat atau terganggu,
merusak kerahasiaan, perilaku yang tidak pantas atau tidak
etis, dan penggunaan kewaspadaan yang berlebihan.

Upaya intervensi dalam pelayanan kesehatan akan lebih
sukses bila upaya tersebut merupakan bagian kampanye yang
lebih luas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Dalam
pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi dapat dikurangi
secara bermakna melalui kombinasi intervensi yang saling
mendukung seperti:

(a) penerapan kebijakan tempat kerja yang secara tegas
melarang  diskriminasi dalam pekerjaan dan dalam
melaksanakan tanggung jawab profesional;

2 ynderstanding and responding to HIV/AIDSrelated stigma and dis crimination in the health sector, Pan
American Health organization, 2003, http://www.paho.org/english/ad/fch/ai/ stigma.htm .
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(b) penyediaan perawatan yang komprehensif, termasuk
program kesejahteraan dan penyediaan TAR untuk
meningkatkan kualitas kehidupan;

(c) pelatihan yang sesuai bagi personil pada semua tingkat
tanggung jawab, untuk meningkatkan pengertian terhadap
HIV/AIDS dan mengurangi sikap negatif dan diskriminatif
terhadap kolega dan pasien yang hidup dengan penyakit ini.
Pelatihan ini harus menyediakan pekerja kesehatan dengan:

(i) Informasi tentang cara penularan HIV/AIDS dan penyakit
infeksi lainnya, tingkat risiko pekerjaan, untuk mengatasi
ketakutan terhadap kontak fisik dengan pasien dan
memberikan landasan untuk belajar terus-menerus;

(i) ketrampilan inter-personal, untuk membantu pekerja
kesehatan mengerti dampak HIV/AIDS dan beban stigma,
dan memberi mereka ketrampilan untuk berkomunikasi
dengan pasien, kolega dan lainnya dengan cara yang
saling menghargai dan nondiskriminatif;

(iii) tehnik mengelola stres dan menghindari kehabisan
tenaga, seperti melalui ketentuan tingkat personalia yang
memadai; lebih banyak kesempatan untuk bekerja secara
mandiri dan meningkatkan keterlibatan dalam bagaimana
cara tersebut dilaksanakan; menetapkan pola-pola kerja
shift; rotasi kerja; promosi dan pengembangan pibadi;
pengenalan awal dari stres; pengembangan ketrampilan
berkomunikasi untuk supervisi; kelompok pendukung staf;
dan waktu diluar tempat kerja;

(iv) kewaspadaan terhadap peraturan perundangan yang
berlaku yang melindungi hak-hak pekerja sektor
kesehatan dan pasien, tanpa memandang status HIV
mereka.

Gender: masalah wanita dan laki-laki 3

Wanita lebih mudah menjadi HIV-positif dan lebih
27 terpengaruh dampak buruk epidemi dibandingkan laki-laki,

2 1LO: Implementing the ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work: An education and
training manual (Geneva,2002), http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/
manualen/index.htm .
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karena alasan biologis, sosio-kultural dan ekonomi. Sektor
kesehatan merupakan pengusaha utama dari pekerja wanita,
pada beberapa kasus sekitar 80% pekerja sektor kesehatan
adalah wanita. Dalam keadaan demikian, sangat penting
untuk memperhatikan sepenuhnya dimensi gender dari K3 dan
HIV/AIDS, dan bahwa pekerja kesehatan laki-laki dan wanita
menjadi sensitif gender, yang diberikan melalui informasi,
pendidikan dan pelatihan.

Pengusaha harus menjamin bahwa upaya-upaya berikut ini
diperhatikan dan ditampung dalam merancang dan
menerapkan kebijakan dan program di tempat kerja:

(a) Semua program sektor kesehatan harus sensitif gender,
sebagaimana juga sensitif terhadap etnis, usia, ketidak-
mampuan, agama, status sosio-ekonomi, budaya dan orientasi
seksual. Hal ini diwujudkan dengan secara jelas mentargetkan
laki-laki maupun wanita dalam program, dan melibatkan
mereka dalam program yang mengakui jenis dan tingkat risiko
yang berbeda bagi laki-laki dan wanita.

(b) Informasi bagi wanita, khususnya wanita muda, perlu
untuk mengingatkan dan menjelaskan risiko mereka yang
lebih tinggi untuk penularan HIV. Pendidikan harus membantu
wanita dan laki-laki untuk mengerti dan bertindak atas
hubungan kekuatan yang tidak setara diantara mereka dalam
lapangan pekerjaan dan situasi personal; pelecehan dan
kekerasan harus diutarakan secara khusus, tidak hanya dalam
tempat kerja tapi juga dalam situasi rumah tangga
(domestik).

(c) Program tempat kerja harus membantu wanita mengerti
hak-hak mereka, baik dalam tempat kerja maupun diluar
tempat kerja, dan memberdayakan mereka untuk melindungi
diri mereka sendiri.**

(d) Pendidikan bagi laki-laki harus mencakup peningkatan
kesadaran, penilaian risiko dan strategi untuk mempromosi-
kan tanggung jawab laki-laki berkaitan dengan pencegahan
HIV/AIDS, dan faktor-faktor lingkungan vyang dapat
mendukung perilaku pencegahan yang bertanggung jawab.

1 Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan yang diratifikasi dengan UU
No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111, dan Rekomendasi No. 111, 1958.
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(e) Pelatihan HIV/AIDS bagi pekerja sektor kesehatan harus
memberikan pengertian tentang kebutuhan fisik dan
psikologis khusus dari wanita HIV-positif, termasuk masalah-
masalah spesifik yang mereka hadapi dalam kesehatan
reproduksi dan anak. Pelatihan juga harus menjelaskan
hambatan-hambatan untuk membuka status HIV, seperti
ketakutan terhadap stigma, diskriminasi atau kekerasan.

Dialog sosial

Dialog sosial mencakup semua jenis negosiasi, konsultasi dan
tukar informasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja
dan perwakilan mereka. Dialog sosial tersebut dapat
berbentuk proses tripartit, dengan pemerintah sebagai satu
pihak resmi dalam dialog tersebut atau dapat berupa
hubungan bipartit antara pengusaha - apakah milik regara
ataupun swasta - dan pekerja dan perwakilan mereka. Tujuan
utama dari dialog sosial adalah meningkatkan pembangunan
konsensus dan kerjasama antara pemerintah dan mitra sosial
dalam dunia kerja, dalam rangka mencapai tujuan dan
kepentingan bersama. Dalam hal ini, dialog sosial dapat
memanfaatkan konsultasi kesehatan dengan asosiasi profesi

% |LO: Women, HIV/AIDS and the world of work (brochure), http://www.ilo.ataug/public/english/
protection/trav/aids/facts/wd04en.pdf .

8 1LO: ILO action plan on gender equality and gender mainstreaming (Geneva, 2001).

1 Mainstreaming a gender perspective into the health services, Fact sheet, Internasional Council of
Nurses (ICN), http://www.icn.ch/matters_gender.htm .

®  Gender dimensions of HIV status disclosure to sexual partners: Rates, barriers and
outcomes ,Reviewpaper,WHO,2004,http://www.who.int/gender/documents/en/genderdimensions.pdf .
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kesehatan, juga dengan asosiasi kemasyarakatan, khususnya
ODHA.

Dalam sektor kesehatan, dialog sosial adalah mekanisme yang
penting untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan umum
dan K3 yang mantap, juga untuk memperkenalkan kebijakan
dan program HIV/AIDS. Pengusaha harus menjamin bahwa
proses dialog sosial yang efektif menjadi bagian yang integral
dari struktur manajemen pelayanan kesehatan. Dialog sosial
di tempat kerja harus:

(a) didasarkan pada negosiasi, konsultasi dan tukar informasi;

(b) mengikuti proses  yang berkesinambungan  dari
perencanaan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan revisi;

(c) disadari untuk membangun lingkungan kerja yang lebih
aman dan sehat;

(d) menjamin partisipasi penuh dari pekerja dan perwakilan
mereka dalam semua aspek proses tersebut, dan perwakilan
wanita yang proporsional, khususnya pada tingkat yang lebih
tinggi;

(e) didukung dengan sumber-sumber yang memadai, dalam
bentuk anggaran, waktu, sarana dan pelatihan;

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik untuk dialog
sosial, prinsip dan hak-hak dasar dalam bekerja harus diakui.
Pekerja dan perwakilan mereka harus diberi kemampuan dan
dilatih untuk berperan serta secara efektif dalam dialog
sosial, dan kemudian mampu menyumbang untuk membangun
lingkungan kerja yang aman dan sehat, memperkenalkan
program HIV/AIDS, dan membangun reformasi sektor
kesehatan umum, bila relevan.

¥ 1L0: Sosial dialogue in the health services: A tool for practical guidance, Sectoral Activities Programme
(Geneva,2004),http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/socdial_kesehatan.pdf
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Suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang
efektif memerlukan komitmen bersama antara pihak yang
kompeten, pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka.
Tanggung jawab menyeluruh untuk memberikan lingkungan
kerja yang aman dan sehat terletak pada pengusaha, yang
harus menunjukkan komitmennya kepada K3 dengan
menempatkan suatu program yang terdokumentasi, tersedia
bagi pekerja dan perwakilan mereka, yang menjelaskan
prinsip-prinsip pencegahan, identifikasi potensi bahaya,
penilaian dan pengendalian risiko, informasi dan pelatihan.
Pekerja mempunyai tugas untuk bekerja sama dengan
pengusaha dalam menerapkan K3, menghargai dan
menjalankan prosedur dan instruksi lainnya yang dirancang
untuk melindungi mereka dan orang lain yang berada di
tempat kerja, terhadap pajanan potensi bahaya akibat
pekerjaan. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) adalah mekanisme yang diakui dimana kolaborasi
diatas dapat dicapai.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3)

Pengusaha harus melaksanakan program K3 mereka
berdasarkan Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja?® yang mencakup langkah-
langkah berikut:

(a) membuat kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip K3 dan
partisipasi pekerja serta menetapkan unsur-unsur utama
program;

2 L0: Guidelines on occupational safety and health managemen t systems: ILO-OSH 2001, (Geneva,2001),
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/ e000013.pdf .
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(b) pengorganisasian suatu struktur untuk menerapkan
kebijakan, termasuk garis tanggung jawab dan akuntabilitas,
kompetensi dan pelatihan, pencatatan dan komunikasi
kejadian;

(c) perencanaan dan penerapan, termasuk tujuan,
peninjauan ulang, perencanaan, pengembangan dan
penerapan sistem;

(d) evaluasi pemantauan dan pengukuran kinerja, investigasi
kecelakaan, gangguan kesehatan, penyakit dan kejadian yang
berhubungan dengan pekerjaan, audit dan peninjauan ulang
manajemen;

(e) tindakan perbaikan melalui upaya-upaya pencegahan dan
korektif, pembaruan dan revisi yang terus menerus terhadap
kebijakan, sistem dan tehnik untuk mencegah dan
mengendalikan kecelakaan, gangguan kesehatan, penyakit
dan kejadian-kejadian berbahaya yang berhubungan dengan
pekerjaan.

2L pyblic Hospital Sector Occupational health and Safety Managemen t Framework Model, Department of
Human Services, Melbourne, State of Victoria, Australia, 2003. The document can be downloaded in full
at http://www.kesehatan.vic.gov.au/ohs .
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Pencegahan dan perlindungan terhadap patogen
infeksius % %

Pekerja dalam pelayanan kesehatan, seperti pekerja tempat
34 lain, mungkin menghadapi potensi bahaya kimia, fisik,
ergonomik, atau potensi bahaya psikososial (seperti stres,
pelecehan dan kekerasan).?* Disamping itu dalam pelayanan
kesehatan terdapat potensi bahaya khusus vyaitu infeksi
patogen yang memerlukan upaya preventif dan perlindungan
yang khusus pula.

35 Risiko terpajan patogen seperti HIV dan hepatitis B dan C
harus diberitahukan secara komprehensif untuk memastikan
bahwa pencegahan dan perlindungan yang sedang berjalan,
juga profilaksis yang segera diberikan bila terjadi pajanan
okupasi dilaksanakan dengan baik. Perhatian terhadap
patogen tular darah tidak menghilangkan atau mengurangi
kebutuhan untuk memperhatikan risiko dari patogen yang
ditularkan melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan
dan kontak lain.

terhadap HIV dan patogen melalui darah bersifat langsung
pada tujuan dan menjadi bagian dari program K3 di tempat
kerja. Penanganan kejadian pajanan HIV dan profilaksis pasca
pajanan, memerlukan pengetahuan tehnis, khususnya
kerangka kerja bagi kepedulian dan dukungan yang solid
untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terinfeksi. Pekerja
sektor kesehatan yang memberi pelayanan terhadap
komunitas pasien dengan prevalensi HIV/AIDS yang tinggi,
juga mempunyai risiko lebih tinggi terpajan tuberkulosis.
Dalam situasi tersebut, sangat penting bahwa rencana
pengendalian pajanan tuberkulosis akibat kerja yang
komprehensif juga dibuat untuk melengkapi rencana
pengendalian pajanan HIV/AIDS. Masalah-masalah pencegahan
dan perlindungan yang berkaitan dengan tuberkulosis

Banyak upaya yang dirancang untuk mencegah pajanan

2 Guidance for clinical health-care workers: Protection against infection with blood-borne viruses, HSC
19987063, United Kingdom Department  of health, http://www.dh.gov.uk/ assetRoot/
04/01/44/74/04014474 .pdf .

2 Nasional code of practice for the control of work-related exposure to hepatitis and HIV (blood-borne)
viruses [NOHSC:2010(2003)], 2nd edition, Dec. 2003, National Occupational Health and Safety
Commission, Australia.

2 WHO/ILO/ICN/PSI: Framework guidelines for addressing workplace violence in the health sector, ILO,
Geneva, 2002.
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dijelaskan dalam pedoman khusus yang dibuat bersama oleh
ILO dan WHO.*® Sejumlah lembar fakta dilampirkan pada
pedoman ini memberikan informasi tehnis tambahan tentang
cara kerja aman.

Sesuai dengan peraturan nasional dan protokol imunisasi yang
relevan, pengusaha harus menyediakan satu seri vaksinasi
hepatitis B bagi semua pekerja sektor kesehatan yang
mungkin terpajan terhadap darah dan cairan tubuh.
Pengusaha harus menjaga agar mereka secara teratur
mendapat informasi dari kemajuan dalam pengembangan dan
ketersediaan vaksin baru. %

Manajemen risiko

Proses keseluruhan dari manajemen risiko mencakup langkah-
langkah identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan
pengendalian risiko. Upaya-upaya pengendalian harus
dilaksanakan sesuai hirarkinya, berdasarkan efektifitasnya
dalam mengeliminasi risiko, mencegah pajanan atau
mencegah kesakitan.?’ Semua aspek manajemen risiko akan
lebih efektif dengan keterlibatan pekerja sektor kesehatan.
Dalam pedoman ini manajemen risiko yang dijelaskan khusus
berkaitan dengan HIV/AIDS. Suatu proses manajemen risiko
yang sama harus dilaksanakan untuk semua risiko terhadap
pekerja sektor kesehatan, seperti tuberkulosis. Perhatian
khusus harus diberikan untuk meminimalkan risiko terhadap
pekerja sektor kesehatan yang HIV-positif. Peraturan,
prosedur dan instruksi yang up to date dirancang untuk
menegaskan potensi bahaya dan cara kerja aman yang
relevan, pentingnya mengikuti kewaspadaan rutin dan
menggunakan peralatan secara benar, harus tersedia bagi
pekerja sektor kesehatan dan menjadi objek dari informasi
dan pelatihan berkala yang tepat.

% |LO/WHO/WEF: Guidelines for workplace TB control activities: The contribution of workplace TB
control activities to TB control in the community, WHO, 2003.

% WHO: Weekly epidemiological record, 9 July 2004, 79th year. No. 28, 2004, 79-253-264,
http://www.who.int/wer .

2 Lembar Fakta No. 4 - Hirarki pengendalian yang diterapkan terhadap risiko pajanan patogen tular

darah.
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Identifikasi potensi bahaya

Manajemen risiko dimulai dengan identifikasi keadaan,
kegiatan dan tugas-tugas dalam tempat kerja yang mungkin
menyebabkan pekerja sektor kesehatan berisiko terpajan HIV
dan infeksi melalui darah lainnya atau infeksi oportunistik.
Identifikasi potensi bahaya harus dilakukan dengan cara
berikut:

(a) Tanya para pekerja. Suatu prosedur untuk memastikan
bahwa pekerja sektor kesehatan dapat melaporkan dugaan
potensi bahaya tanpa sanksi harus dibangun dan diterapkan.
Hal ini memerlukan suatu program aktif untuk mendidik
pekerja sektor kesehatan tentang pentingnya pelaporan dan
bagaimana dan kapan melapor.

(b) Analisa laporan kejadian pajanan terhadap darah atau
cairan tubuh. Gunakan data ini untuk menentukan
kecenderungan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan tugas
berisiko tinggi; mengevaluasi pelaporan dan prosedur
pendokumentasian; dan pemantauan ke-efectifan tindak
lanjut dan kegiatan koreksi yang telah diambil.

(c) Lakukan survei terhadap tata ruang tempat kerja, cara
kerja dan sumber-sumber pajanan lainnya. Hal ini harus
mencakup semua kemungkinan sumber pajanan terhadap
darah dan cairan tubuh, termasuk kemungkinan risiko
terhadap yang ada diluar, tapi berhubungan dengan tempat
kerja; hal ini khususnya penting bagi pekerja yang bertugas
dalam pengolahan limbah perawatan kesehatan. Survei harus
mengidentifikasi semua Kklasifikasi pekerjaan, pengetahuan,
sikap dan cara kerja yang kelihatannya menempatkan pekerja
sektor kesehatan dalam risiko. Semua kegiatan dimana
pekerja sektor kesehatan dapat terpajan terhadap darah atau
cairan tubuh harus didaftar dan disesuaikan dengan klasifikasi
pekerjaan.
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Penilaian risiko

Segera setelah suatu potensi bahaya di-identifikasi, harus
dilakukan penilaian risiko untuk mengevaluasi tingkat dan asal
risiko pekerja terpajan terhadap darah atau cairan tubuh dan
menentukan upaya yang diperlukan untuk mengeliminasi
potensi bahaya atau meminimalisisr faktor-faktor risiko.
Penilaian risiko harus mencakup pertimbangan terhadap:

(a) cara penularan HIV dan patogen melalui darah lainnya di
tempat kerja;

(b) jenis dan frekuensi pajanan terhadap darah dan cairan
tubuh, jumlah darah atau cairan tubuh, semua kemungkinan
jalur dan jalur yang paling mungkin untuk penularan, jenis
cairan tubuh yang ditemukan, dan analisa dari pajanan
multipel;

(c) faktor-faktor yang menunjang pajanan dan rekurensinya
seperti tata ruang tempat kerja, cara kerja dan
kebersihannya, tersedianya alat pelindung diri dan
penggunaannya;

(d) Pengetahuan dan pelatihan pengusaha, supervisor dan
pekerja mengenai HIV dan infeksi melalui darah lainnya dan
cara kerja aman;

(e) Apakah setiap peralatan yang digunakan kelihatannya
meningkatkan atau menurunkan risiko pajanan;

(f) Upaya pengendalian yang ada dan kebutuhan untuk
upaya-upaya baru.

Pengendalian risiko *°

Tujuan pengendalian risiko adalah mengikuti hirarki
pengendalian, dan memilih cara yang paling efektif dalam
urutan prioritas untuk ke-efektifannya dalam meminimalisasi
pajanan terhadap darah dan cairan tubuh. Hirarki tersebut
adalah:

(a) Eliminasi: Upaya yang paling efektif adalah membuang
secara sempurna potensi bahaya dari tempat kerja. Eliminasi
adalah cara yang disukai untuk mengendalikan potensi bahaya
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dan harus dipilih bila mungkin. Contohnya mencakup
membuang benda-benda tajam dan jarum dan mengeliminasi
semua suntikan yang tidak perlu dan menggantinya dengan
pengobatan oral dengan efek yang sama. Jet injector dapat
mengeliminasi beberapa penggunaan suntikan dan jarum.
Contoh lain mencakup eliminasi dari benda tajam yang tidak
perlu seperti jepitan handuk, sistem intra-venous (IV) tanpa
jarum (non-needle connectors for supplemental atau
“piggyback” connection to intravenous lines).

(b) Substitusi: Dimana eliminasi tidak mungkin, pengusaha
harus mengganti cara kerja dengan cara lain yang
menimbulkan risiko lebih kecil. Contohnya adalah mengganti
dengan bahan kimia yang lebih kurang beracun untuk
disinfektan, seperti asam parasetat bagi glutaraldehida.

(c) Pengendalian rekayasa: Pengendalian ini mengisolasi
atau membuang potensi bahaya dari tempat kerja. Dapat
mencakup penggunaan mekanisme, metoda dan peralatan
yang tepat untuk mencegah pajanan pekerja. Upaya yang
dikembangkan untuk meminimalisir pajanan terhadap darah
atau cairan tubuh harus memperhitungkan:

(i) Wadah benda tajam, juga dikenal sebagai kotak
pengaman;

(ii) peralatan tehnologi yang lebih baru seperti alat yang
lebih aman dengan pencegahan kecelakaan yang
direkayasa (lihat lembar fakta No. 6);

(iii) faktor-faktor ergonomi seperti perbaikan
pencahayaan, pemeliharaan tempat kerja dan tata
ruang tempat kerja;

(iv) pengecekan regular dari instrumen dan peralatan
yang digunakan dalam tempat kerja, seperti otoklaf
dan peralatan dan proses sterilisasi lain, dengan
reparasi atau mengganti dengan tepat.

(d) Pengendalian administratif: Ini adalah kebijakan tempat
kerja yang bertujuan untuk membatasi pajanan pada potensi
bahaya, seperti perubahan skedul, rotasi, atau akses ke
daerah risiko. Kewaspadaan standar menuntut pekerja sektor
kesehatan untuk mengolah darah atau cairan tubuh semua
orang sebagai sumber infeksi potensial, tidak tergantung pada
diagnosis atau dugaan risiko, adalah satu contoh pengendalian
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administratif. Agar kewaspadaan standar bekerja secara
efektif, konsep tidak tergantung pada diagnosis harus
dimengerti secara luas untuk memungkinkan pekerja
melindungi diri mereka sendiri dan pasien tanpa membuka
pintu untuk diskriminasi atau stigma.

(e) Pengendalian cara kerja: pengendalian ini mengurangi
pajanan terhadap potensi bahaya pekerjaan melalui cara
bagaimana pekerjaan dilakukan, melindungi kesehatan dan
meningkatkan kepercayaan diri pekerja sektor kesehatan dan
pasien mereka. Contoh mencakup tidak ada penutupan ulang
jarum, menempatkan kemasan benda tajam setinggi mata
dan dalam jangkauan tangan, kosongkan kemasan benda
tajam sebelum dia penuh dan membangun cara untuk
penanganan dan pembuangan yang aman dari alat-alat tajam
sebelum memulai suatu prosedur. Pengusaha harus
memastikan bahwa cara kerja aman dilaksanakan, dan cara
kerja tidak aman dimodifikasi setelah pengendalian risiko
lainnya telah diterapkan.

(f) Alat Pelindung Diri (APD): Penggunaan APD adalah upaya
pengendalian yang menempatkan rintangan dan saringan
antara pekerja dan potensi bahaya.?® Pengusaha harus
menyediakan peralatan untuk melindungi pekerja dari
pajanan terhadap darah atau cairan tubuh. Mereka harus
memastikan bahwa:

(1) terdapat pasokan alat-alat pelindung diri yang cukup;
(2) peralatan dipelihara dengan benar;

(3) pekerja mempunyai akses terhadap alat-alat tersebut
dengan gratis;

(4) pekerja dilatih dengan memadai dalam cara
penggunaannya, dan tahu bagaimana memeriksa APD
untuk mencari kerusakan dan prosedur untuk
melaporkan dan menggantikannya;

(5) terdapat kebijakan penggunaan APD yang jelas dan
pekerja sektor kesehatan sangat waspada tentang itu;

(6) alat-alat berikut harus disediakan, bila sesuai:

(i) berbagai perban tidak berpori dan kedap air untuk
pekerja sektor kesehatan dengan kulit yang lecet
atau terluka;
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(ii) berbagai sarung tangan dengan berbagai ukuran,
steril dan non-steril, termasuk lateks berat,?® vinil,
kulit kedap air dan bahan-bahan tahan tusukan
lainnya; mereka harus dipakai bilamana pekerja
sektor kesehatan diduga akan kontak dengan darah
atau cairan tubuh atau menangani sesuatu yang
terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh;

(iii) pelindung pernafasan yang tepat, termasuk masker
untuk resusitasi mulut ke mulut bila kantong sistem
(bagging system) tidak tersedia atau tidak efektif;

(iv) celemek plastik, gaun kedap air, pelindung mata,
masker tahan cairan, overal dan overboot bagi
pekerja yang mungkin terpercik atau tersemprot
darah dalam pekerjaan mereka.

Cara kerja aman 2%-%% 29

Inti dari cara kerja aman untuk mengurangi risiko penularan
HIV dan infeksi melalui darah lainnya di tempat kerja adalah
kewaspadaan standar, higene perseorangan, dan program
pengendalian infeksi. Pengusaha harus memastikan bahwa
sarana cuci tangan tersedia pada tempat yang ditandai
dengan jelas dalam tempat kerja. Sarana cuci tangan harus
dilengkapi dengan pasokan air yang cukup, sabun dan handuk
sekali pakai. Dimana tidak mungkin menggunakan air
mengalir, cara alternatif untuk cuci tangan harus disediakan,
seperti alkohol 70% untuk pengoles tangan. Pekerja harus
mencuci tangan mereka pada awal dan akhir setiap shift,
sebelum dan sesudah merawat pasien, sebelum dan sesudah
makan, minum, merokok dan pergi ke kamar kecil, dan
sebelum dan sesudah keluar dari daerah kerja mereka.
Pekerja harus mencuci dan mengeringkan tangan mereka
setelah kontak dengan darah atau cairan tubuh dan segera

% Alergi terhadap lateks karet alam (natural rubber latex -NRL) telah di dokumentasikan pada 812%
pekerja yang terpajan dengan lateks secara regular bahan sintetis alternatif, termasuk vinil, neoprene,
dan nitril, memberikan perlindungan rintangan yang cukup. Menghindari kontak dengan produk NRL
adalah esensial bagi pekerja sektor kesehatan yang sensitif terhadap lateks dan akan mencegah
sensitisasi pada pekerja sektor kesehatan yang non-alergi

2 WHO: Guidelines on prevention and control of hospital associated infections, Regional Office for
South-East Asia (New Delhi, 2002), http://whglibdoc.who.int/searo/2002 /SEA_HLM_343.pdf .
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setelah membuka sarung tangan. Mereka harus juga
mengecek apakah ada sayatan atau lecet pada bagian tubuh
yang terpajan, dan gunakan perban kedap air untuk menutup
setiap temuan. Pekerja harus didorong untuk melaporkan
setiap reaksi yang mereka dapat terhadap cuci tangan yang
sering dan bahan-bahan yang digunakan, untuk tindakan yang
tepat oleh pengusaha.

Penanganan benda-benda tajam dan peralatan
injeksi sekali pakai yang aman.

Pengusaha harus membuat prosedur untuk menangani dan
membuang benda-benda tajam, termasuk alat-alat suntik,
dan memastikan bahwa pelatihan, pemantauan dan evaluasi
penerapannya dilaksanakan dengan baik. Prosedur tersebut
harus mencakup:

(a) penempatan wadah tahan tusukan yang diberi tanda
dengan jelas untuk membuang benda-benda tajam
ditempatkan sedekat mungkin ke daerah dimana benda-benda
tajam tersebut digunakan atau ditemukan;

(b) penempatan ulang yang teratur dari wadah benda-benda
tajam sebelum mereka mencapai garis isi dari manufaktur
atau bila mereka sudah setengan penuh; wadah harus ditutup
sebelum dibuang;

(c) pembuangan dari benda tajam yang tidak bisa dipakai
ulang dalam wadah yang ditempatkan dengan aman, yang
memenuhi peraturan nasional yang relevan dan pedoman
tehnis;

(d) hindari penutupan ulang dan manipulasi jarum dengan
tangan lainnya, dan, bila penutupan jarum diperlukan,
gunakan tehnik sekop dengan satu tangan;

(e) tanggung jawab untuk pembuangan yang benar oleh orang
yang menggunakan benda-benda tajam;

(f) tanggung jawab untuk pembuangan yang tepat dan
melaporkan setiap kejadian oleh setiap orang yang
menemukan benda tajam.
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Pembersihan, disinfeksi dan sterilisasi
peralatan

Tergantung pada penggunaan, ada tiga tingkat pembersihan,
disinfeksi dan sterilisasi peralatan:

(a) bila peralatan hanya digunakan untuk kontak dengan kulit
yang utuh, hanya diperlukan pembersihan;

(b) bila peralatan harus kontak dengan lapisan mukosa atau
terkontaminasi dengan darah, dia memerlukan pembersihan
dan disinfeksi tingkat tinggi;

(c) bila peralatan kontak dengan jaringan normal yang tidak
terinfeksi, dia memerlukan pembersihan dan sterilisasi.
Pembersihan harus selalu mendahului disinfeksi dan
sterilisasi. Pembersihan harus dilakukan dengan deterjen dan
air yang cukup, dan:

(i) sarung tangan harus dipakai selama pembersihan;

(ii) alat-alat harus dicuci dan digosok untuk mengangkat
semua kontaminasi yang tampak, bila mungkin dengan
cara-cara mekanik seperti mesin cuci piring; harus hati-
hati selama pembersihan untuk menghindari percikan;

(iii) pelindung mata harus dipakai bila percikan mungkin
terjadi.

Penggunaan yang tidak benar dari beberapa disinfektan
potensial berbahaya, dan instruksi pada label dan dalam
lembar data keselamatan bahan harus diikuti. Peralatan
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sterilisasi harus digunakan sesuai dengan instruksi dan setelah
memberikan pelatihan yang memadai.

Pembersihan tumpahan darah

Tumpahan darah harus dinilai dan ditangani segera. Waktu
membersihkan ceceran darah:

(a) sarung tangan yang sesuai harus dipakai;

(b) bahan penyerap seperti lap kertas, kain atau serbuk
gergaji, harus digunakan untuk menyerap darah atau cairan
tubuh;

(c) semua bahan harus disimpan dalam kantong sampah yang
anti bocor setelah digunakan;

(d) daerah tersebut kemudian harus dibersihkan dan
disinfeksi menggunakan bahan disinfeksi yang sesuai;

(e) tumpahan besar dapat disiram dengan air oleh pekerja
yang menggunakan pakaian pelindung;

(f) pekerja harus didorong untuk melaporkan semua kejadian
pajanan.

Penanganan dan pembuangan tubuh/jasad

Bila ada risiko kontak dengan darah dan cairan tubuh dalam
menangani tubuh/jasad untuk tujuan apapun, kewaspadaan
standar harus digunakan. Sarung tangan harus digunakan
bersama pakaian pelindung lainnya bila perlu. Tempat pipa
aliran dan luka terbuka harus ditutup dengan penutup kedap
air. Semua tubuh yang akan dipindahkan untuk penyimpanan
atau pemeriksaan post mortem atau Kkepada suatu
pembakaran harus diperiksa untuk memastikan tidak ada
benda tajam tertinggal didalamnya.
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Binatu (Laundry)

Harus ada prosedur untuk mendistribusikan seprei/selimut
bersin  dan mengumpulkan, menangani, menyimpan,
mengangkut dan membersihkan seprei/selimut yang telah
dipakai. Semua seprei/selimut yang telah dipakai harus
diperlakukan sebagai potensial infeksius, dan ditempatkan
dalam kantong standar untuk seprei. Bila ada risiko
kontaminasi akibat cairan tubuh, kantong untuk seprei harus
ditempatkan dalam kantong plastik yang tahan bocor.
Kantong untuk seprei/selimut harus diisi hanya tiga
perempatnya dan harus diamankan sebelum diangkut, sarung
tangan kulit atau bahan tahan tusukan lainnya harus dipakai
karena benda-benda tajam mungkin tertinggal dalam
seprei/selimut. Wadah untk benda tajam harus tersedia untuk
membuang benda tajam yang ditemukan bila mensortir
seprei/selimut yang telah dipakai bila benda tajam ditemukan
atau timbul pajanan, harus dilaporkan dan dicatat.

Semua seprei/selimut harus dicuci dengan deterjen. Bila tak
ada akses pada pelayanan spesialis, pakaian atau
seprei/selimut yang terkontaminasi harus dicuci dengan
deterjen menggunakan air panas dengan mesin cuci rumah
tangga, dan air panas dengan suhu paling kurang 80°C, atau
cuci kering diikuti penyeterikaan. Mesin cuci dengan beban
berlebihan harus dihindari. Bila mencuci dengan tangan tidak
bisa dihindari sarung tangan karet rumah tangga harus
dipakai. *°

Pengelolaan limbah

Limbah pelayanan kesehatan mempunyai potensi lebih besar
menyebabkan infeksi dan kesakitan daripada jenis limbah
lainnya. Penanganan limbah pelayanan kesehatan yang buruk
dapat menimbulkan konsekwensi yang serius terhadap
kesehatan masayarakat dan lingkungan. Memperhatikan
limbah yang mereka hasilkan, karena itu pengusaha
pelayanan kesehatan mempunyai “tugas kepedulian” kepada

% palam lingkungan perawatan kesehatan dimana tehnologi seperti diatas tidak tersedia, seprei/selimut
dapat direndam dalam seember air dengan sodium hypochlorite (1 dalam 10 bagian) atau bleach untuk
minimum 30 menit. Kemudian dicuci dengan deterjen.
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pekerja yang terlibat, kepada kesehatan masyarakat dan pada
lingkungan.

Pengusaha harus membuat prosedur pengelolaan limbah yang
memenuhi hukum dan praktek nasional. Prosedur tersebut
harus memberikan perhatian khusus pada limbah infeksious
dan benda tajam dan harus mencakup:

(a) pengemasan dan penandaan limbah per kategori;

(b) pembuangan awal dari limbah dalam daerah dimana tidak
dihasilkan limbabh;

(c) pengumpulan dan transportasi limbah keluar dari daerah
dimana dia dihasilkan;

(d) penyimpanan, pengolahan dan pembuangan akhir limbah
sebagimana dituntut oleh peraturan dan pedoman tehnis yang
relevan.

Pemantauan dan evaluasi

Surveilan kesehatan pekerja®® ditujukan untuk melindungi
pekerja dan deteksi dini dan pengobatan segera penyakit
akibat kerja. Sementara kompensasi harus dipercepat, hal ini
dapat merefleksikan kegagalan sistem K3. Surveilan harus
memperhitungkan asal risiko di tempat kerja, syarat-syarat
kesehatan, status kesehatan dari angkatan kerja termasuk
status HIV, sumber daya yang tersedia dan kewaspadaan
pekerja dan pengusaha terhadap fungsi dan tujuan dari

SLA. Priiss, E. Giroult and P. Rushbrook (eds.): Safe management of wastes from health-care activities
(Geneva, WHO, 1999), http://www.who.int/water_sanitation_health /medicalwaste/wastemanag/e/.

% WHO/World Bank: health-care waste management at a glance, June 2003, http://www.health
carewaste.org/linked/onlinedocs/WwW08383.pdf .

B Lo

Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance (Geneva,1998),

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/index.htm.
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surveilans tersebut, sebagaimana juga hukum dan peraturan
yang relevan. Hasil kolektif dari surveilan harus tersedia bagi
pekerja dan perwakilan mereka.

Pengusaha harus memantau dan mengevaluasi cara kerja
secara teratur, dan memastikan bahwa tindakan harus
diambil untuk memodifikasi cara tersebut bila diperlukan.
Seseorang atau sekelompok orang harus ditunjuk dalam
tempat kerja untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
Orang atau kelompok tersebut harus diberi tahukan kepada
semua pekerja sektor kesehatan dan harus mewakili semua
kategori staf, termasuk mereka yang bertugas pada limbah
pelayanan kesehatan. Unsur-unsur yang harus dipantau
adalah:

(a) efektifitas kebijakan dan prosedur di tempat kerja;

(b) efektifitas program informasi dan pelatihan;

(c) tingkat kepatuhan terhadap kewaspadaan standar;

(d) kebenaran pelaporan dan analisa kejadian;

(e) sebab-sebab pajanan terhadap darah dan cairan tubuh;
(f) evaluasi kejadian melalui wawancara;

(g) efektifitas tindakan yang diambil dan tindak lanjutnya.

% International Commission on Occupational Health: International code of ethics for occupational health
professionals , updated 2002, http://www.icoh.org.sq /core_docs/code_ethics_eng.pdf .

% JLO: Recording and notification of occupational accidents and diseases, An ILO code of practice
(Geneva,1996),http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e962083

.pdf .
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Manajemen kejadian pajanan

Pencegahan pajanan adalah strategi utama untuk menurunkan
infeksi yang didapat waktu bekerja. Bagaimanapun, masih
tetap ada risiko terpajan terhadap patogen melalui darah.
Karena itu pengusaha harus membuat sistem untuk mengelola
pajanan akibat pekerjaan tersebut. Sistem tersebut harus
konsisten dengan prosedur untuk kecelakaan kerja lainnya,
termasuk mekanisme untuk perawatan segera, konseling dan
pengobatan bila perlu, pelaporan, penyelidikan, kompensasi
dan tindak lanjut jangka panjang, dan harus disampaikan
kepada pekerja sebagai bagian orientasi kerja.

Sistem tanggap pajanan

yang terlatih untuk melakukan penilaian awal dan konseling
atau merujuk pekerja kesehatan yang terpajan untuk tindak
lanjut yang diperlukan dan menjamin bahwa sumber-sumber
ini tersedia selama jam kerja. Personel yang ditunjuk
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumentasi
kejadian dan tindak lanjutnya dilengkapi. Pekerja harus
diberitahu tentang prosedur dan mekanisme menghubungi
individu yang ditunjuk.

Pengusaha harus menunjuk seseorang atau beberapa orang

Obat-obatan untuk profilaksis pasca pajanan termasuk obat-
56 obat anti-retroviral, vaksin hepatitis B dan imunoglobulin
hepatitis B (IGHB) harus tersedia ditempat untuk pemberian
yang tepat. Bila kontak person yang ditunjuk bukan seorang

% «Updated US public health service guidelines for the management of occupational exposures to HBV,
HCV, and HIV and recommendations for post-exposure prophylaxis”, in Morbidity and Mortality Weekly
Report, 29 June 2001, Vol. 50, No. RR-11; Epidemiology Pr ogram Office, Centers for Disease Control and
Prevention, United States Department of health and Human  Services (Atlanta),
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5302.pdf .
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klinisi, akses kepada seorang klinisi terlatih yang dapat
memberikan konsultasi, harus tersedia selama jam kerja.

Pekerja harus melaporkan setiap pajanan akibat kerja dengan
segera, karena harus segera dipertimbangkan profilaksis
pasca-pajanan. Pekerja yang berisiko terpajan dengan
patogen melalui darah harus terbiasa dengan prinsip-prinsip
manajemen pasca pajanan dan prosedur khusus sebagai
bagian orientasi pekerjaan dan pelatihan yang sedang
berlangsung

Tindakan segera

Kejadian yang memerlukan pertolongan pertama dapat
terjadi pada setiap tempat Kkerja. Karena pemberian
pertolongan pertama dapat menimbulkan pajanan terhadap
darah atau cairan tubuh yang tercemar dengan darah, barang
siapa yang dipanggil untuk memberikan pertolongan pertama
harus diberi tahu risiko terpajan dan dilatih dalam
menggunakan upaya pencegahan dan APD, berdasarkan
kewaspadaan standar. Pengusaha harus mematuhi semua
peraturan nasional yang relevan dalam memberikan
pertolongan pertama, termasuk peralatan dan pelatihan yang
sesuai.

Perawatan segera terhadap individual yang terluka harus
didasarkan kepada pedoman WHO terbaru tentang profilaksis
pasca pajanan,®’ termasuk rujukan kepada individu yang
ditunjuk untuk penilaian risiko penularan dan pemberian
profilaksis pasca pajanan atau tindak lanjut medik yang
diperlukan.

Aksi tindak lanjut

Individu yang ditunjuk harus memastikan bahwa laporan
lengkap tentang kecelakaan dan pengobatan segera yang
diberikan dilengkapi dalam waktu yang tepat. Ini mencakup
rujukan individu yang terpajan untuk konseling dan testing
dan tindak lanjut lainnya sebagaimana dijelaskan berikut.
Suatu penyelidikan dari kejadian, termasuk identifikasi
tindakan yang potensial untuk mencegah pajanan yang sama

%" Lembar data No.10 akan diperbaharui secara elektronik sampai dengan pertemuan bersama para ahli
ILO/WHO berikutnya.
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pada masa yang akan datang, harus dilengkapi dalam waktu
yang tepat.

Analisa dan penyimpanan catatan

akibat kerja harus dibuat dan dipelihara pada tempat kerja,
dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka,
dan konsisten dengan peraturan nasional mengenai
pencatatan dan pelaporan kecelakaan dan penyakit akibat
kerja. Sistem tersebut harus memungkinkan akses untuk
mengumpulkan informasi tanpa pengenalan individu, baik
oleh pengusaha dan pekerja dan perwakilan mereka, untuk
tujuan analisa dan perbaikan upaya pencegahan.

Kepedulian, pengobatan dan dukungan &3

62 Penyediaan perawatan, pengobatan dan dukungan bagi
pekerja sekor kesehatan yang terinfeksi atau terkena dampak

HIV/AIDS akan mengurangi kerugian tenaga terampil dan
berpengalaman, dan meminimalisir gangguan pelayanan. Hal
ini juga menghargai hak-hak pekerja untuk tetap di lapangan
kerja selama mereka mampu untuk bekerja, membantu untuk
mempertahankan pendapatan mereka, dan menyumbang pada
kesejahteraan mereka. Sedapat mungkin, pengusaha harus
memfasilitasi akses kepada perawatan, pengobatan dan
dukungan yang komprehensif, yang mengkombinasikan
ketentuan-ketentuan khusus bagi pekerja yang sakit atau
mempunyai anggota keluarga yang sakit, dengan ketentuan
umum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Unsur-unsur
kunci dari program tersebut dijelaskan dibawah ini.

Suatu sistem untuk pencatatan dan analisa semua pajanan

Konseling dan tes sukarela (Voluntary
Counselling and Testing - VCT) & %8

63 Tes sukarela bagi pekerja kesehatan yang ingin mengetahui
status HIV mereka haruslah didorong dan disediakan. Dimana
terdapat pelayanan medis yang cukup, tes sukarela dapat

% UNAIDS/WHO policy statement on HIV testing, June 2004, http://www.who.int /hiv/pub /vct/
statement/en/.

34



dilaksanakan bila diminta dan, bila perlu dengan pernyataan
persetujuan (informed consent) tertulis dari pekerja dan
dengan panduan dari perwakilan mereka bila diminta.

Penerimaan terhadap tes HIV tergantung pada perlindungan
terhadap stigma dan diskriminasi, begitu juga jaminan akses
kepada pelayanan terpadu untuk pencegahan, pengobatan
dan perawatan. Menurut prinsip-prinsip kunci dari tes HIV
dikenal sebagai “3Cs”, tes harus disediakan dengan dasar
pernyataan persetujuan - informed consent, dan disertai
dengan koseling - counseling, dan kerahasiaan
confidentiality harus dijamin. UNAIDS dan WHO mendorong
penggunaan tes cepat sehingga hasilnya cepat diketahui untuk
ditindak-lanjuti segera dengan konseling pasca tes baik
terhadap HIV-negatif maupun HIV-positif. Konseling termasuk
rujukan yang tepat, dan pesan-pesan pencegahan harus
menjadi bagian yang penting dari program kepedulian dan
dukungan bagi pekerja dengan HIV/AIDS. Konseling bagi
pekerja sektor kesehatan mungkin memerlukan informasi
tambahan daripada konseling yang tipikal.

Walaupun tes HIV biasanya tak boleh dilakukan di tempat
kerja, tempat kerja kesehatan adalah lingkungan yang khusus
dimana manajemen risiko dapat meminta tes (lihat paragraf
11 (Prinsip-prinsip) dan 52 (Pemantauan dan evaluasi) dan
Kaidah-kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja). Baik di
dalam atau di luar tempat kerja, tes HIV harus bersifat
sukarela dengan pernyataan persetujuan, dilakukan oleh
personel yang kompeten, dengan syarat kerahasiaan yang
ketat. Tes HIV tidak boleh diminta waktu rekrutmen, sebagai
syarat melanjutkan pekerjaan atau tujuan asuransi. >°

Surveilan yang tidak berkaitan atau testing epidemiologi
tanpa nama, apakah untuk menilai kecenderungan infeksi HIV
dan dampaknya dalam sektor kesehatan atau dalam negara
secara menyeluruh, dapat dilakukan asal mematuhi prinsip-
prinsip etika penelitian ilmiah, etika profesi dan perlindungan
hak-hak dan kerahasiaan individu, dan menjamin tanpa nama.

¥ |su tentang tes sukarela dan pemberitahuannya menjadi agenda dalam pertemuan para ahli dari
WHO/ILO, dengan hasil dimana informasi tersebut akan disediakan secara elektronik dalam bentuk

Lembar fakta.
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Pemberitahuan dan kerahasiaan

Pemberitahuan sukarela oleh seseorang tentang status HIV-
nya mempunyai banyak konsekwensi dan hanya merupakan
keputusan pribadi. Kerahasiaan pada tempat kerja berarti
bahwa orang dengan HIV mempunyai kendali penuh tentang
keputusan apakah dan bagaimana cara kolega mereka diberi
tahu. Pekerja sektor kesehatan harus mengerti bahwa mereka
mempunyai hak terhadap kerahasiaan dan tidak mempunyai
kewajiban menanggapi bila ditanya tentang sero-status
mereka atau keluarga mereka. Pekerja sektor keseha